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Tiap Tahun RTH Publik Akan Terus Ditambah
YOGYA (KR) - Setiap tahun keber-

adaan ruang terbuka hijau (RTH) publik

di Kota Yogya akan terus diupayakan pe-

nambahan. Meski beberapa kali terjadi

efisiensi anggaran sesuai instruksi peme-

rintah pusat, namun RTH publik dinilai

sebuah kebutuhan bagi masyarakat.

Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau

Publik Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Kota Yogya Rina Aryati Nugraha, menje-

laskan setelah ada kebijakan efisiensi

anggaran, pada tahun 2025 akan diba-

ngun tiga RTH publik berbasis kampung.

Dua RTH publik adalah pembangunan

baru dan satu RTH publik meneruskan

pembangunan tahun sebelumnya.

Pembangunan baru akan dilakukan di

RW 7 Giwangan dan RW 06 Pakuncen.

Sedangkan di RW 11 Giwangan melan-

jutkan pembangunan RTH publik tahun

lalu yang belum lengkap sarananya.

"Pembangunan dilakukan triwulan ke-

dua dan ketiga. Tahapannya saat ini su-

dah masuk di layanan pengadaan secara

elektronik (LPSE). Konsep RTH publik

yang dibangun fungsinya multiguna.

Untuk fungsi ekologis harus ada vegetasi

hijau dan bisa dimanfaatkan untuk

kegiatan masyarakat," urainya, Kamis

(8/5).

Pembangunan RTH publik di RW 7

Giwangan Kampung Ponggalan seluas

318 meter persegi dengan alokasi

anggaran sekitar Rp 332 juta. 

Sedangkan RTH publik di RW 06

Pakuncen seluas 765 meter persegi de-

ngan anggaran sekitar Rp 504 juta. Untuk

RTH publik di RW 11 Giwangan Kam-

pung Mendungan seluas 500 meter perse-

gi dan tahun ini dialokasikan sekitar Rp

651 juta. Pembangunan RTH publik terse-

but seluruhnya menggunakan APBD

Kota Yogya tahun 2025. 

"Lahannya sudah siap. Lahan status-

nya sudah milik Pemkot Yogya. Untuk

Giwangan RW 11 melanjutkan pemba-

ngunan karena kemarin baru landscape-

nya. Tahun ini membangun pendapa,

menambah lampu, kursi dan lainnya," te-

rangnya.

Rina menyebut saat ini ada 64 RTH pu-

blik permukiman yang dikelola DLH Kota

Yogya. Selain itu ada taman pinggir jalan

dan perindang yang juga dikelola DLH

Kota Yogya dengan luas sekitar 76,7 hek-

tare. Berdasarkan data tahun 2024, total

persentase RTH di Kota Yogya mencapai

sekitar 23,351 persen. Jumlah itu terdiri

dari 8,063 persen RTH publik dan 15,288

persen RTH privat.

Sebelumnya Wali Kota Yogya Hasto

Wardoyo, mengatakan akan terus

menambah RTH publik di Kota Yogya. 

Penambahan RTH publik itu tidak

hanya untuk fungsi ekologi, tapi juga

memberikan ruang sosialisasi dan

rekreasi bagi masyarakat. Dalam bebera-

pa kegiatan di wilayah Hasto melihat ada

sebagian lahan yang dapat dimanfaatkan

untuk RTH publik.                                (Dhi)-f

YOGYA (KR) - Memperingati HUT ke-

80, SKH Kedaulatan Rakyat (KR) ingin

memberikan kontribusi istimewa bagi

pembaca dan masyarakat dalam bentuk

program keagamaan. Yaitu KR Yogya

menggandeng Biro Umrah Latifa

Haramain, dengan mengusung konsep

'Umrah Sehat dan Syariah' akan menye-

lenggarakan program 'Umrah Bersama

KR Yogya'.

"Program ini tak sekadar perjalanan

ibadah, tapi juga memberikan pembekalan

intensif  melalui 'Sekolah Umrah' yang dis-

elenggarakan setiap hari Sabtu di Griya

KR. Dengan layanan dan fasilitas yang

profesional, harga kompetitif dan nuansa

kekeluargaan. Program ini ditujukan un-

tuk memberikan pengalaman ibadah yang

khusuk, aman dan berkesan," ujar Drs H

Taufik Ridwan, Direktur PT Latifa Dini

Wisata Sejahtera (Latifa Haramain) saat

penandatanganan MoU 'Sekolah Umrah

Bareng KR, Mabrur dan Migunani' antara

Biro Umrah Latifa Haramain dengan PT

BP KR. 

Peresmian 'Sekolah Umrah Bareng KR'

ditandai penandatanganan MoU di Griya

KR, Jalan Margo Utomo 40-42 Yogya,

Kamis (8/5) dilakukan Taufik Ridwan dan

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis

PT BP KR Yoeke Indra Agung Laksana SE

(Ketua HUT ke-80 KR tahun 2025), disak-

sikan jajaran Direksi PT BP KR.

Menurut Taufik Ridwan, tujuan di-

adakannya 'Sekolah Umrah Bareng KR'

tersebut untuk memberikan kesempatan

kepada masyarakat untuk menjalankan

ibadah umrah dengan bimbingan dan pen-

dampingan yang terpercaya. Pembimbing

utama Latifa Haramain ada dua orang

yakni Dr dr Sagiran SpB (K) KL dan dr Tri

Ermin Fadlna M Kes. Selain itu, untuk

menyemarakkan HUT ke-80 KR melalui

kegiatan keagamaan yang berdampak

positif.

Sementara itu, Yoeke Indra menjelas-

kan, bagi masyarakat yang ingin meng-

ikuti kegiatan 'Sekolah Umrah Bareng KR'

sudah bisa mendaftarkan diri melalui

penanggungjawab kegiatan Direktur

Keuangan KR Yuriya Nugroho Samawi.

"Bu Yuriya nantinya yang bertanggung-

jawab dan mengkoordinir pendaftaran pe-

serta Sekolah Umrah Bareng KR," ujar

Yoeke.

Dijelaskan Yoeke, dengan adanya

Sekolah Umrah Bareng KR dalam rangka

memperingkati HUT ke-80 KR ini, di-

harapkan akan memberi dampak yang

baik bagi umat Islam khususnya di DIY

yang akan melaksanakan umrah.         

(Rar)-f

HUT ke-80, Dibuka ’Sekolah Umrah Bareng KR’

KR-Abrar
Usai penandatanganan MoU Sekolah Umrah Bareng KR antara Latifa Haramain dan PT BPKR

dilakukan foto bersama. 
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YOGYA (KR) - Lembaga

Kemahasiswaan Fakultas

Hukum Universitas Jana-

badra (FH UJB), Unit Pe-

ngabdian dan Studi Hukum

(UPSH) menggelar seminar

nasional bertema 'Urgensi

Pembahasan Rancangan

KUHAP dalam Rangka De-

kolonialisasi Sistem Hukum

Indonesia' di Kampus Ke-

bangsaan Universitas Jana-

badra Yogyakarta, Selasa

(6/5). Seminar diikuti sekitar

300 peserta dari mahasiswa

dan dosen FH UJB dan ma-

hasiswa FH perguruan ting-

gi lain di Yogyakarta.

Seminar menghadirkan

pembicara dari akademisi

yaitu Prof Dr Hari Purwadi

SH MHum (Guru Besar

Ilmu Hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Sebelas

Maret), Dr Suryawan Ra-

harjo SH LLM dari Fakultas

Hukum Universitas Jana-

badra), dan praktisi Dr

Suroto SH MH (Kepala

Kejaksaan Negeri

Yogyakarta) serta Dr Wilson

Bugner F Pasaribu SIK MH

(Kapolres Kulonprogo).

Dr Sudiyana SH MHum,

Dekan FH UJB dalam

sambutannya menyatakan

bahwa sebagai tradisi ilmiah

di FH UJB, seminar ini

bertujuan untuk memberi-

kan pemahaman kepada

mahasiswa terkait substansi

dan urgensi pembahasan

Rancangan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP). Dan saat

ini sedang ada proses aman-

demen terhadap UU No. 8

tahun 1981 tentang KUHAP.

Menurutnya, amandemen

atau perubahan terhadap su-

atu UU atau hukum me-

mang sangat diperlukan

ketika hukum atau UU itu

sudah tidak lagi dapat meng-

ikuti perkembangan zaman.

Ada pepatah bahwa 'Hukum

selalu ketinggalan dengan

perkembangan masyarakat'.

Perubahan sosial menuntut

pada pembentuk UU, dalam

menentukan arah kebijakan

hukum, termasuk UU No 8

tahun 1981.

"Dilihat dari umurnya,

KUHAP ini baru 44 tahun,

peraturan yang lebih banyak

bersinggungan dengan ma-

salah HAM, baik hak ter-

sangka/terdakwa maupun

hak korban dirasakan sudah

layak untuk dilakukan

amandemen," tegas Sudiya-

na.

Dr Risdiyanto ST MT,

Rektor Universitas Janaba-

dra menyambut baik atas

kegiatan mahasiswa hukum

ini. Menurutnya, suatu ne-

gara akan maju perekonomi-

annya dan kesejahteraannya

apabila penegakan hukum

benar-benar dilaksanakan

dan keadilan yang menjadi

tujuan utama. "Hukum ada-

lah panglima, maka bagai-

mana caranya agar keadilan

masyarakat dapat diwujud-

kan. Paling tidak dari aspek

aparat penegak hukum be-

nar-benar memiliki integri-

tas dan menjunjung tinggi

asas keadilan," ujarnya.

Prof Hari Purwadi

menyampaikan bahwa se-

cara teoritis KUHAP di

Indonesia dipengaruhi oleh

tiga tradisi yaitu tradisi civil

law (civil law tradition), tra-

disi agama (islamic legal tra-

dition) dan tradisi common

law (common law tradition).  

(Dev)-f

Lembaga Kemahasiswaan FH UJB
Mengulas Urgensi Pembahasan Rancangan KUHAP

KR-Istimewa
Narasumber saat menyampaikan paparan dalam semnas.


